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PERATURAN 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG 

 TATA CARA PEMBERIAN, PENGURANGAN, DAN PENGHENTIAN 

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA 

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan sistem yang mendukung 

pelaksanaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian 

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

perlu menyempurnakan Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan 

Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  

tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 

2019 Tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, dan  

Penghentian  Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   5   Tahun   2014   tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2014   tentang 

Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292, Tambahan   

Lembaran   Negara   Republik   Indonesia Nomor 5601); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin   Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian   Kinerja   Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 

Nomor 6340); 

6. Peraturan Presiden  Nomor  106  Tahun  2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden  

Nomor 157  Tahun  2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
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